
Surat Keterangan Fiskal
No. SK : KEP-25/KPP.0917/2024

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Surat Keterangan Fiskal (Lampiran huruf B PER-03/PJ/2019)

2. Surat kuasa khusus, apabila permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak atau kartu identitas 

pegawai, apabila permohonan disampaikan oleh pegawai Wajib Pajak atau surat penunjukan apabila 

permohonan disampaikan oleh pihak lain;

3. Fotokopi akta pendirian dan/atau dokumen pendukung lainnya antara lain fotokopi SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan yang memuat data pengurus Wajib Pajak (dalam hal Wajib Pajak mengajukan 

permohonan secara tertulis melalui KPP/KP2KP selain tempat Wajib Pajak terdaftar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak yang mengajukan permohonan: 1. Wajib Pajak Pusat; atau 2. melalui kuasa/pihak yang ditunjuk 

Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2. Cara pengajuan: 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak; 2. 

apabila Wajib Pajak tidak dapat mengakses laman tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan 

tertulis secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala KPP tempat 

permohonan diajukan.

3. Syarat/kriteria pengajuan permohonan: 1. Telah menyampaikan: a. Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir untuk Wajib Pajak Pusat dan/atau Wajib Pajak 

Cabang apabila ada, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan di bidang perpajakan; 2. tidak mempunyai Utang Pajak di KPP tempat Wajib Pajak 

Pusat maupun Wajib Pajak Cabang terdaftar, atau mempunyai Utang Pajak namun atas keseluruhan 

Utang Pajak tersebut telah mendapatkan izm untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP; dan 3. tidak sedang dalam proses 

penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/ atau tindak pidana pencucian uang yang tindak 

pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan yaitu pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, 

penyidikan, atau penuntutan.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung

Jalan Ibrahim Adjie Nomor 372, Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 

40275 40275 0227333180 

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa Barat I / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Bandung
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3 Hari kerja

1. Apabila permohonan disampaikan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, SKF/ Surat Penolakan SKF 

secara otomatis diterbitkan oleh sistem segera setelah permohonan disampaikan; 

2. apabila permohonan disampaikan secara langsung ke KPP /KP2KP, SKF /Surat Penolakan SKF diterbitkan 

paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Surat Keterangan Fiskal; 2. Surat Penolakan Surat Keterangan Fiskal

Pengaduan Layanan
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Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200 

2. Faksimile: (021) 5251245 

3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter: @kring_pajak 

5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id

6. Chat pajak: www.pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit 

kerja lainnya.

 

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi saluran resmi KPP Madya Dua Bandung: 

https://s.id/contact459
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